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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
keselamatan ketenagalistrikan, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan
akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal
27 Oktober 2014;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S552)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
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2016, No.560

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian
pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga
sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan sertifikasi.
2. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik,
lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga

sertifikasi badan.
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Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di
bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga
listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi
instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah
badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang
tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha
yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik
di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan
sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan
usaha yang melakukan wusaha jasa penunjang
tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa
penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk
melakukan sertifikasi badan usaha.

Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian
untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap
klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan
usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Sertifikasi  Instalasi Tenaga  Listrik adalah
serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian
serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk
memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah
berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang
ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk

mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi
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dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada
usaha ketenagalistrikan.

Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan
formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan
kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang
usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan
formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas
kompetensi tenaga teknik di bidang
ketenagalistrikan.

Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan
formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi
sebagaimana kesesuaian persyaratan yang
ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik
ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang
ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh
badan usaha.

Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja
lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan
secara periodik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan
lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Kementerian adalah kementerian yang mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:



